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ABSTRAK

Bencana menurut Pasal | angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis Bencana alam yang sering terjadi
di  Kabupaten Solok adalah banjir, kebakaran dan pohon tumbang, selama enam
tahun terjadi peningkatan bencana, sehingga perlu upaya pencegahan bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja BPBD Kabupaten Solok, memiliki tugas pokok dalam penyvelenggaraan
berbagai upaya penanggulangap-bencana, termasuk dalam pencegahan bencana.
Permasalahan penelitian ini_dirumuskan: (1) Bagaimanakah peranan BPBD dalam
pencegahan bencana di Kabupaten Solok? (2) Apakah faktor penghambat peran
BPBD dalam penccgahan bencana di Kabupaten® Solok?. Penelitian ini
menggunakan pendekalan Yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data melalui
studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap
pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data
dilakukan secara deskriptif kualitatif. Adapun faktor penghambat yaitu, kurangnya
sarana dan prasarana dan kurangnya pemahaman masyarakat saat BPBD
melakukan sosialisasi pencegahan bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
peran BPBD Kabupaten Selok dalam pencegahan bencana di Kabupaten Solok
masih belum maksimal, karena pencegahan bencana belum bersifat jangka panjang
serta masih banyaknya hambatan-hambatan-saat melakukan pencegahan bencana di
Kabupaten Solok.
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